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Kalimat Pengantar

Salam Sejahtera untuk kita semua, Puji dan syukur kita panjatkan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat nikmatnya sehingga tulisan 
kami yang berjudul “Mendesak Kebijakan Alternatif Selain Penggusuran 
Rumah untuk Mendukung Pemberdayaan Perempuan” dapat kami 
selesaikan. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak 
yang telah membantu proses penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah tentang dampak 
penggusuran terhadap perempuan miskin dan kebijakan negara terkait 
dengan penggusuran perumahan yang layak kerap kali sulit diakses 
oleh masyarakat miskin dan kelompok marjinal perkotaan di Indonesia. 
Penggusuran merupakan sebuah masalah yang telah lama berlangsung 
dan terus-menerus muncul di sepanjang sejarah Jakarta.

Penggusuran bagi perempuan adalah pencerabutan ruang-ruang 
perempuan dalam menjalankan peran domestik dan publik mereka. 
Kebijakan penggusuran yang tidak mempertimbangkan situasi perempuan 
adalah merupakan pelemahan terhadap perempuan.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dalam kurun 
waktu tertentu pada tahun 2015-2016. Kami berharap kertas kebijakan 
ini dapat berkontribusi untuk memberi referensi kepada pembentuk 
kebijakan khususnya pemerintah ditingkat pusat maupun daerah yang 
membawahi bidang perempuan, kemiskinan, tata kota dan pemerintahan.

Jakarta, 01 Februari 2017

Ketua SCN-CREST
Dini Anitasari Sabaniah
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Perumahan yang layak kerapkali sulit diakses oleh masyarakat 
miskin dan kelompok marjinal perkotaan di Indonesia. Jumlah penduduk 
yang tidak memiliki rumah yang layak di Indonesia di perkirakan lebih 
dari 13 juta (MetroTVNews, 2015). Di Jakarta,  Pemerintah DKI Jakarta 
mencatat kebutuhan atas rumah mencapai 70.000 pertahun (BPPD, 2013). 
Sementara itu, di Makassar, Pemda Kota Makassar mengindikasikan 
adanya keterbatasan lahan dan semakin tingginya nilai lahan (Pemkot 
Makassar, 2014).

Foto 1, Bantaran kali yang baru dibersihkan, awalnya adalah pemukiman di atas kali, Jakarta Utara (Dok. 
peneliti, 2016)

Di Jakarta, Pemerintah Daerah telah mencanangkan program 
peningkatan kualitas dan perbaikan 8000 unit rumah kumuh di 397 
kampung. Namun, program ini hanya menyentuh kampung miskin 
di wilayah formal yang jelas kepemilikan tanahnya; tidak termasuk 
kampung-kampung yang dianggap liar atau ilegal. Walaupun Pemda 
DKI merancang pembangunan hunian vertikal/Rusunawa (Rumah Susun 
Sewa)/Superblok dengan dana APBN dan APBD sejumlah 6.963 unit 
hingga tahun 2017 (BPPD Jakarta, 2013), jumlah ini jelas tidak dapat 
mencukupi kekurangan rumah yang dibutuhkan.  Di Makassar, periode 
2014-2019, pemerintah kota mencanangkan program pengadaan fasilitas 
akses kredit bagi pembangunan rumah layak huni untuk orang miskin 
dan penataan hanya untuk 500 unit rumah kumuh (Pemkot Makassar, 
2014).
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Dengan segala keterbatasan, masyarakat miskin memilih tinggal di 
perkampungan informal (ilegal) dengan kondisi fisik rumah dan sanitasi 
sederhana dan ruang yang sangat kecil untuk pertumbuhan anak. Harga  
tanah dan sewa rumah yang tinggi, lokasi yang dekat dengan sumber 
pencarian merupakan alasan utama mereka. Lokasi ini menjadi sasaran 
penataan kota dan pemukiman oleh Pemerintah. Jumlah pasti warga 
miskin ini tidak diketahui karena sejak lama, masyarakat miskin tidak 
pernah dihitung sebagai penduduk sah di kota (Eddyono, 2015).

Di Jakarta, menggusur masyarakat yang tinggal di perkampungan 
informal atau ilegal untuk membangun proyek pembangunan adalah 
bagian dari perencanaan jangka panjang pemerintah dan jarang diikuti 
dengan adanya usulan penyediaan rumah alternatif bagi masyarakat 
yang digusur (LBH Jakarta, 2016). Selain itu, pada masa kepemimpinan 
Sutiyoso (1999-2007) dan Fauzi Bowo (2007-2012) warga di kampung 
informal mendapat stigma sebagai penduduk ilegal. Dengan status 
tersebut, penduduk kampung informal kerap didiskriminasi sehingga 
tidak dapat mengakses program-program ekonomi, pendidikan dan 
kesehatan yang dibangun pemerintah. 

	Baru sejak masa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (2012-2014) 
dan dilanjutkan oleh Basuki Tjahja Purnama (2014-2017) masyarakat miskin 
di kampung informal dapat mengakses fasilitas dan program pemerintah 
kota seperti pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial. Hanya saja, Joko 
Widodo dan Basuki Tjahja Purnama meneruskan pembersihan bantaran 
kali dan rel kereta api yang berdampak pada tergusurnya masyarakat. 
Program ini diperkirakan berdampak pada 200,000 kehilangan rumahnya 
(Rolnik, 2013). Pada tahun pertengahan 2016 saja, Pemerintah Jakarta 

Foto 2
Ibu-ibu yang 

bergabung dengan 
Jaringan Rakyat 

Miskin Kota 
(JRMK) di Jakarta, 

mendiskusikan 
upaya 

menghindari 
penggusuran (Dok. 

Peneliti, 2015
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telah melakukan penggusuran terhadap sedikitnya 8145 keluarga dari 
sekitar 113 kampung informal (LBH Jakarta, 2016). 

Di Makasar, penggusuran juga terjadi namun tidak seintensif di 
Jakarta. Pada kurun 2004 hingga 2008, ada setidaknya 16 konflik tanah 
yang diikuti dengan penggusuran yang berdampak pada 1.613 keluarga 
kehilangan rumah. Penggusuran diikuti dengan resistensi dari masyarakat 
yang didukung oleh kelompok masyarakat sipil. Sejak terjadinya kontrak 
politik antara kelompok miskin yang direpresentasikan oleh Komite 
Perjuanang Rakyat Miskin (KPRM) Makassar dengan Walikota terpilih 
2008, maka pemerintah kota cenderung berhati-hati melakukan atau 
bahkan menghindari penggusuran (interview with U, 2016). 

Metodologi 

Kertas kebijakan ini menganalisa: (i) bagaimana dampak 
penggusuran bagi perempuan sebagai bagian dari kelompok 
miskin dan marjinal di Jakarta dan Makassar? (ii) Sejauhmana 
pemerintah kota menyediakan kebijakan alternatif selain 
penggusuran? 

Kertas Posisi ini juga memuat rekomendasi kepada pemerintah 
daerah dalam pengadaan perumahan yang layak untuk kelompok miskin 
dan marjinal, khususnya perempuan.

Kertas posisi ini disusun berdasarkan hasil penelitian SCN CREST 
tahun 2015-2016 di wilayah Jakarta dan Makasar, yang merupakan 
penelitian lanjutan oleh peneliti SCN tentang Women’s Empowerment 
in an Informal Settlement in Jakarta.1 Dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif empiris berperspektif feminis penelitian ini menggunakan 
beragam metode pengumpulan data: kajian literatur, diskusi fokus, 
wawancara semi struktur, dan observasi.

Landasan Hukum dan Kebijakan tentang Hak Perempuan                                               
atas Perumahan yang Layak

Indonesia telah memiliki dasar hukum dan kebijakan untuk 
menjamin pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi perempuan 
miskin. Hak ini adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya 

1	 Penelitian yang dimaksud adalah penelitian doctoral di School of Social 
Sciences, Monash University, Australia yang dilakukan oleh Sri Wiyanti 
Eddyono.
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dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses hak 
atas perumahan. Indonesia telah pula menyatakan komitmen pada 
pemberdayaan dan pelibatan perempuan dalam proses pembangunan. 
Hal-hal tersebut diatas disebutkan pada: 

a.	 UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional 
tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya dan Komentar Umumnya; 

b.	UU No. 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; 

c.	 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, khususnya asas partisipasi dan keadilan;

d.	UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman yang antara lain berasaskan keadilan dan 
pemerataan;

e.	 UU No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang yang mengatur dalam 
penataan ruang untuk memperhatikan perlindungan kepentingan 
umum, kepastian hukum dan keadilan;

f.	 Kebijakan dan komitmen pemerintah untuk pelaksanaan 
Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Goal 1 
tentang Penghapusan Kemiskinan, dan Goal 5 tentang Keadilan 
Gender. Goal 1 target keempatkan menekankan hingga 2030 
semua laki-laki dan perempuan yang miskin dan marginal 
memiliki kesetaran hak untuk sumber daya ekonomi, termasuk 
antara lain, pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah, 
dan berbagai bentuk property, warisan, sumber daya alam. Selain 
itu, Goal 5 Target 5 menjamin partisipasi penuh dan efektif, 
dan kesempatan yang setara bagi kepemimpinan perempuan 
dan laki- pada semua tingkat proses pengambilan keputusan di 
bidang politik, ekonomi dan kehidupan publik. 

Mengacu pada Komentar Umur Komite 4/1991 Konvensi Internasional 
tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya disebutkan bahwa perumahan 
yang layak memiliki beberapa prinsip: 

a.	 Jaminan hukum yang melindungi setiap orang dari penggusuran 
paksa, pelecehan dan ancaman lainnya. 

b.	Ketersediaan (availability) layanan, materi, fasilitas dan 
infrastruktur yang mencakupi dan berhubungan dengan 
keamanan, kesehatan, dan kenyamanan penghuninya.

c.	 Keterjangkauan (affordability) harga bagi semua lapisan 
masyarakat ternasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah 
dan miskin. 
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d.	Kediaman dan lingkungannya dapat diakses (accessibility) dan 
bermanfaat bagi setiap orang, termasuk masyarakat rentan.

e.	 Secara fisik layak huni (habitable) 
f.	 Layak secara cultural (cultural adequency), terpenuhinya unsur 

penghargaan terhadap identitas kultural termasuk keberagaman 
budaya (tidak ada keharusan untuk mengikuti satu model dan 
pola yang ditentukan oleh pemerintah, pengembang, maupun 
kelompok tertentu).

Di Indonesia, hak atas perumahan yang layak seringkali dikaburkan 
dan dianggap bukan hak yang harus dimiliki oleh setiap orang, apalagi 
perempuan. Hak itu seolah-olah hanya dimiliki oleh mereka yang 
memiliki posisi lebih tinggi secara sosial, ekonomi dan politik (Eddyono, 
2006). Menurut Eddyono, pemenuhan hak atas perumahan yang layak 
sulit terjadi disebabkan oleh:

a.	 pengakuan yang minim atas hak atas perumahan yang 
layak; minimnya pengakuan pemerintah menyebabkan minimnya 
perlindungan bagi perumahan yang layak khususnya bagi 
masyarakat miskin

b.	kebijakan yang buruk; kebijakan yang dilahirkan pemerintah 
yang tidak partisipatif, meminggirkan masyarakat kecil, khususnya 
perempuan dan lebih cendrung memihak pada kepentingan 
pemodal dan memberi ruang yang signifikan bagi aparat keamanan 
untuk memberikan jaminan perlindungan pada investor untuk 
mengamankan modalnya

c.	 kebijakan dan perilaku yang diskriminatif; dalam hal ini 
pemerintah lebih memeri jaminan perlindungan pada pengusaha/
pemodal dan melakukan pembiaran terhadap hilangnya hak-hak 
masyarakat untuk mendapatkan penghidupan dan perumahan 
yang layak.

5SCN CREST
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Temuan1:
Dampak penggusuran terhadap perempuan 

Rumah/tempat tinggal bagi para perempuan di kampung informal 
merupakan tempat yang sangat penting. Rumah tidak semata-mata 
tempat untuk tidur. Tempat tinggal dan lingkungannya adalah area 
kerja bagi perempuan yang sebagian besar bekerja di sektor informal, 
pedagang kecil atau produksi makanan. Rumah menjadi tempat mencari 
penghasilan; mengolah makanan untuk dijual atau berjualan, tempat 
mencuci, menjemur dan menyetrika untuk jasa laundry. Lokasi rumah 
mereka dekat tempat mereka bekerja di rumah-rumah perumahan 
sekitar kampung mereka, bagi para perempuan pekerja rumah tangga 
atau pengasuh anak. Pemukiman mereka menjadi satu sistem sosial 
sendiri yang menjadi sangat penting karena secara sosial perempuan 
masih menjalankan beban-beban reproduktif dan sekaligus produktif. 
Pemukiman juga sebagai ruang untuk saling berbagi dan membantu. 
seperti menitipkan anak-anak ketika mereka harus mencari uang. 

Foto 3, tempat 
tinggal di 
kampung 

informal menjadi 
multi fungsi:  alat 

produksi dan 
tempat tinggal, 
Kampung Rawa 

(Dok. Peneliti, 
2015)
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Dari Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di 
Jakarta (26/2/2016) dan di Makassar (26/1/2016) 
ditemukan juga bahwa pemukiman bagi 
perempuan merupakan ruang untuk saling 
berinteraksi dengan berbagai kegiatan budaya 
dan sosial, seperti kegiatan majelis ta’lim, simpan 
pinjam dan arisan. Pemukiman mereka adalah 
tempat mendidik anak-anak, dekat dengan 
sekolah, dan taman pendidikan al Quran.

Penggusuran terhadap tempat tinggal 
khususnya bagi perempuan berpengaruh tidak 
saja hilangnya tempat tinggal tetapi lenyapnya 
sistem ekonomi dan sosial yang menjadi 
penyangga kehidupan perempuan miskin di 
kampung informal. Hal ini termasuk sulitnya 
melanjutkan akses pendidikan buat anak-anak, 
kehilangan lingkungan sosial yang menyokong 
perempuan menjalankan multi perannya, 
kehilangan pekerjaan atau penghasilan, dan 
ketidakpastian atas penghidupan di masa depan 
mereka. 

Selanjutnya, penggusuran tanpa alter-
natif yang memadai berakibat luas seperti 
menyebabkan orang kehilangnya rasa aman, dan 
menimbulkan trauma sosial baru. Pengalaman 
penggusuran merupakan pengalaman yang tidak 
terlupakan, terutama karena terjadi berulang 
dimana penggusuran telah dialami lebih dari 
satu kali.

Proses penggusuran dengan menggunakan 
kekerasan berdampak pula terhadap cedera se-
cara fisik dan beban psikologis. Trauma juga di-
alami oleh anak-anak sebagaimana disampaikan 
oleh salah seorang perempuan narasumber, 

’pulang sekolah anak-anak 
mendapati rumah mereka sudah tidak 
ada, anak-anak mereka mencari pintu 
rumah mereka, tapi …boro-boro pintu, 
rumah mereka sudah rata dengan tanah’ 
(Ibu K, FGD, Jakarta, 26/2/2016)

Box 1, Penggusuran di 
Gili Samping, Jakarta 

Barat.

Pada Desember 2014, 
144 keluarga  tinggal 

di atas kali Sekretaris, 
daerah Gili Samping, 

Jalan Budi Raya, Jakarta 
Barat, digusur oleh 

Pemerintah DKI Jakarta 
hanya dengan beberapa 

hari pemberitahuan. 
Sekitar 80% keluarga 
di sana dihidupi oleh 

para perempuan 
yang bekerja di sektor 

informal dan pekerja 
jalanan (pengamen, 

pemulung, etc). Banyak 
diantara perempuan 

kepala keluarga  di 
sana janda, suami tidak 

jelas dimana, dan juga 
perempuan yang sudah 

berusia lanjut. Hanya 25 
keluarga memiliki KTP 

dan KK. Mereka tinggal 
di sana sejak tahun 

1998, membangun dan 
menyewa rumah dari 
triplek dan kayu-kayu 
bekas setelah digusur 

dari lokasi yang sudah 
dibangun apartemen 

mahasiswa sebuah 
universitas swasta.
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Pemerintah DKI Jakarta hanya menyediakan 
25 unit Rusun bagi keluarga yang memiliki 
dokumen kependudukan yang lengkap. Karenanya 
penduduk di sana menolak pindah dari tempat 
yang telah dihancurkan. Mereka bertahan hingga 
hampir sebulan dilokasi yang sudah digusur karena 
tidak tahu akan tinggal di mana. Pada akhirnya, 
pemerintah menyediakan tambahan 25 unit lagi, 
untuk menampung seluruh keluarga. Pemerintah 
berjanji akan memberikan unit telah ada unit tersedia. 
Masyarakat menerima dengan alasan daripada tidak 
ada tempat sama sekali. Unit itu tidak gratis. Biaya 
bulanan dianggap sangat mahal, jauh lebih mahal 
dari menyewa di lokasi sebelumnya (Eddyono, 2015;  
MS, 26/2/2016)

Hasil penelitian LBH Jakarta (2016) yang 
menunjukkan hanya 16% penggusuran yang diawali 
dengan proses konsultasi dengan warga. Penelitian 
ini menemukan baik di Makassar ataupun di 
Jakarta, proses penggusuran tidak diikuti konsultasi 
apalagi mempertimbangkan pentingnya keterlibatan 
perempuan dalam perencanaan penggusuran. Yang 
dilibatkan adalah laki-laki karena anggapan bahwa 
laki-laki adalah kepala keluarga. Realitasnya, banyak 
perempuan yang tinggal di kampung informal adalah 
kepala keluarga. 

Selain itu, perempuan berinteraksi lebih akrab 
di rumah dan lingkungan rumahnya dibanding laki-
laki. Sehari-hari perempuanlah yang menjadi penjaga 
kampungnya. Rumah dan lingkungan adalah tempat 
aktifitas reproduksi dan produksi mereka. Karena itu, 
perempuan memiliki lebih banyak pengetahuan dan 
pengalaman  tentang kampungnya, ketimbang para 
laki-laki, lebih sering berada di luar  pemukiman. 

Dalam beberapa situasi, perempuan-perempuan 
yang tinggal di kampung informal menghadapi 
upaya penggusuran karena mereka yang tinggal di 
kampung pagi-sore.  Penggusuran dilakukan secara 
dadakan pada pagi-siang hari ketika sebagian besar 
anggota masyarakat, khususnya laki-laki tidak berada 
di komunitas, baik karena kerja di luar kampung atau 
aktivitas lainnya. 

Box 2

Jadi perempuan bisa 
di atas, bisa di bawah 

(sambil tertawa)…
saya berhasil 

menyekolahkan 
anak saya. Anak 

saya sekolah dari 
SD sampai SMA 

tinggal di daerah 
penjudi, peminum, 
perampok…walau 

lingkungan saya 
nggak bagus, 
tapi saya bisa 

membentengi anak 
saya,…gak usah 

munafik, suami saya 
peminum…jangan 
sampai anak saya 

ikut bapaknya….
maka peran ibu 
besardan harus 

berperan ganda….
perekonomian saya 

berhasil wlaupun 
saya menjual-jual 

dipinggir jalan 
mbak…Dulu suamiku 

supir tapi semaking 
parah perekonomian 

keluarga karena ia 
berhenti jadi supir…

saya berjuang 
bagaimana anak bisa 
sekolah dan ekonomi 

keluarga jalan….
(Ibu E, Makassar, 26 

Januari 2016).

8 SCN CREST
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Para responden penelitian menyampaikan bahwa para perempuan 
dan anak-anak menghadapi penggusuran. Penggusuran kerap dilakukan 
secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bahkan, tidak 
jarang pemerintah menggunakan preman-preman untuk membantu 
proses penggusuran. Dalam proses penggusuran tersebut seringkali ma-
syarakat tidak dapat menyelamatkan barang-barangnya.

Box 3

Saat itu sudah ada penggusuran bertahap. Saya yang tahap ke-3. Beda mbak dengan 
yang Tahap 1 itu. Kalau tahap pertama kan ada proses negosiasi termasuk negosiasi 
berapa uang sewa…atau persiapan dan dikasih waktu untuk bongkar-bongkar rumah 
sendiri. Kalau tahap 2, itu sudah beda lagi…dikasih waktu untuk beres-beres cuma 
dua hari. Fasilitasnya juga beda, bayar sewa lebih tinggi. Nah pada saat rumah saya 
di gusur, itu tiba-tiba mbak…tiba-tiba di depan rumah sudah ada mesin urukan. Gak 
ada pemberitahuan, dan cuma dibilangin ini  tempat dalam waktu satu jam akan 
dirobohin. Wah..saya panik mbak…mana lagi sendiri…suami kayak ada di tempat…..
Untung saya punya kontak orang yang ‘kuat’. Saya telpon. Dapat juga telp orang media. 
Jadi wartawan pada datang, barulah gak jadi digusur saat itu juga. Saya minta supaya 
dikasih waktu…Ini gak ada omongan, gak ada negosiasi….saya bilang, saya gak mau 
digusur sebelum dikasih kunci unit. Akhirnya berapa lama itu..mbak baru saya dapat unit 
(Rumah Susun)..mau kemana saya mbak, mana anak masih kecil-kecil…. ( ibu N -Waduk 
Pluit-Jakarta, 31 Okt 2016).

Temuan 2:
Masih langka: kebijakan alternatif selain penggusuran

Penelitian ini menegaskan berbagai analisis sebelumnya bahwa 
masyarakat miskin di kampung informal dianggap tidak memiliki hak 
mengakses perumahan yang layak. Masyarakat miskin dianggap menjadi 
beban kota dan pemerintah. Karenanya masyarakat miskin dianggap perlu 
diletakkan di pinggir kota dan bukan menjadi bagian dari masyarakat 
kota. Meminggirkan masyarakat miskin seolah dapat menjadikan kota 
indah, bersih dan nyaman.

Hal ini berbeda dengan perkembangan wacana para ahli tata kota di 
tingkat internasional yang meletakkan bahwa masyarakat miskin di sektor 
informal berperan penting sebagai penyangga kota (Nunan & Devas, 
2004). Sebagian besar masyarakat di kampung informal bekerja di sektor 
informal yang sesungguhnya melayani masyarakat diperkotaan sebagai 
tukang parkir, pekerja kebersihan, penjaga keamanan, pekerja rumah 
tangga, laundry atau pedagang kecil. Oleh karena itu, para ahli tata kota 
tersebut merekomendasikan bahwa masyarakat miskin tidak dipinggirkan 
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namun dilibatkan secara aktif dan ikut serta mengelola kota. Praktek di 
beberapa Negara lain, seperti di Singapore, masyarakat miskin menempati 
apartemen milik pemerintah yang berada di tengah kota.

Praktek-praktek pelibatan masyarakat miskin dalam mengelola kota 
telah punya terjadi di Surabaya. Walikota Surabaya merespon keinginan 
masyarakat miskin di pinggir Kali Stren untuk menjaga dan memelihara 
kali (Some, Hafidz, & Sauter, 2009). Karenanya masyarakat di pinggir 
kali tetap dapat tinggal di lokasi tersebut namun bertanggungjawab 
menjadikan kali sebagai ruang yang bersih tertata dan dapat diakses 
masyarakat yang lebih luas. Dengan melakukan penataan Stren Kali 
dengan konsep ‘Jogo Kali’ di sepanjang sungai yang selama ini di jadikan 
pemukiman  warga (Kominfo Jatim, 2012).  Upaya lain yang sejenis telah 
sejak lama diinisiasi oleh Romo Mangun ketika menata Kali Code di 
Jogjakarta. 

Namun praktek di Surabaya dan Yogyakarta belum banyak diikuti 
oleh pemerintah di kota-kota lainnya. Sebaliknya masyarakat diabaikan 
dari proses pengambilan keputusan dan bahkan digusur rumah dan 
lingkungannya tanpa alternatif yang memadai (Diskusi dengan A, B, dan 
C di Rusun Muara Baru). 

Rumah Susun Sewa di Jakarta: 
Perumahan Alternatif Yang Bermasalah 

Pemda DKI Jakarta menjanjikan adanya rumah susun sebagai 
pengganti dari rumah yang digusur. Penelitian ini menemukan bahwa 
rumah susun bukan sebagai solusi satu-satunya yang terbaik bagi 
perempuan dan masyarakat yang mengalami penggusuran. Pertama,  
proses pemindahan masyarakat tidak dipersiapkan secara cermat dengan 
mempertimbangkan sistem ekonomi dan sosial yang mendukung 
perempuan di tempat yang baru dan minim proses konsultasi dan negosiasi 
dengan masyarakat, khususnya masyarakat perempuan. Pemindahan 
seharusnya dilihat sebagai bukan semata-mata pindah untuk tidur, tapi 
bagi perempuan khususnya perempuan kepala keluarga, pemindahan 
segala sokongan yang ia butuhkan untuk melanjutkan kehidupannya.

Rumah susun yang disediakan pada umumnya jauh dari akses 
kota dan tempat dimana mereka biasa berusaha. Ini adalah juga upaya 
meminggirkan masyarakat miskin untuk dijauhkan dari pusat kota, dan 
sekaligus mengabaikan peran mereka di dalam kota. Jauhnya lokasi 
Rusun ke tempat kerja mereka dulu, menyebabkan banyak perempuan 
yang awalnya bekerja tidak lagi bekerja, 
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Ya sudah gak kerja lagi, habis gimana….kan dulunya kerja 
di perumahan…di Rusun di mana ada perumahan….orang 
kemana-mana jauh..mau kerja ke tempat yang dulu..
susah..waktunya habis di jalan…dan ongkosnya mahal..
malah tekor, sementara ini ya masih nganggur, banyak 
yang nganggur…..( MS,16 Feb 2016)

Banyak dari mereka bekerja di rumah-rumah sekitar pemukiman 
mereka sebagai pekerja rumah tangga seperti  mencuci, menggosok dan 
menjaga anak. Mereka membutuhkan uang transportasi yang terkadang 
lebih besar jumlahnya ketimbang pemasukannya, belum lagi memakan 
waktu yang lama. 

Foto 4, Rusun 

yang belum selesai 

dibangun di kawasan 

Jakarta Utara, tapi 

sudah dihuni oleh 

warga (Dok. peneliti, 

Okt, 2016)

Beberapa warga sebelumnya adalah pemulung yang tidak bisa 
lagi melakukan kegiatan tersebut, karena ada larangan yang ketat soal 
penataan di Rusun. Sementara itu, ketrampilan dan sumber ekonomi 
mereka tidak memungkin mereka untuk beralih kerja lainnya apalagi 
pekerjaan yang sifatnya formal, terlebih karena mereka memiliki beban 
pengasuhan anak, dan sudah berumur lanjut usia (Workshop, 16 Februari 
2016, SCN-CREST-Komnas Perempuan) Dengan demikian, pemindahan 
masyarakat tergusur ke dalam rumah susun berdampak hilangnya 
pekerjaan dan berkurangnya penghasilan perempuan, yang merupakan  
pemiskinan baru.

Tidak semua Rusun memiliki fasilitas antar jemput anak sekolah. 
Jarak sekolah dan Rusun jauh, sehingga yang dulu tidak harus antar 
jemput sekarang ibu harus antar jemput sekolah. Ini berarti para ibu sulit 
untuk bekerja seperti dulu.  
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Kedua, Informasi tentang rumah susun sebagai alternatif tidak 
disampaikan secara lengkap. Masyarakat yang setuju dengan pemindahan 
ke rumah susun tidak mengetahui bahwa jika mereka pindah, mereka 
kehilangan haknya atas ganti rugi. 

Mereka juga tidak tahu bahwa rumah susun itu adalah rumah susun 
sewa dimana ada biaya-biaya operasional yang terhitung  mahal bagi 
masyarakat. Warga diwajibkan membayar uang sewa, listrik dan uang 
parkir. Pengeluaran bulanan bisa mencapai Rp600.000,- dirasa cukup 
tinggi bagi masyarakat yang mendapatkan penghasilan dari sektor 
informal. 

Ketiga, Rusun itu tidak dapat diakses oleh semua warga yang digusur, 
hanya diperuntukkan untuk warga tertentu dengan jangka waktu menempati 
sementara, yaitu, selama 2 tahun. Jumlah unit memang belum cukup, untuk 
menampung mereka yang tergusur dan mau dipindah ke Rusun. Kriteria 
sering tidak jelas, mengapa ada yang dapat unit ada yang tidak. 

Selain itu, setelah 2 tahun warga tinggal di Rusun, mereka 
dipersilahkan meninggalkan rusun atau memperpanjang tinggal dengan 
menyepakati biaya sewaa baru yang bisa jadi lebih mahal. Pengaturan 
siapa yang bisa tinggal sangat tergantung dari petugas yang ditunjuk 
oleh Pemerintah Daerah. Jika Pemda tidak menghendaki, warga harus 
meninggalkan Rusun. Kondisi menyebabkan menimbulkan rasa tidak 

Foto 5, Rusun Muara 
Baru, air bersih sulit 

diakses, Jakarta Utara 
(Dok. Peneliti, 2016)
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aman, ketakutan bahwa mereka sesewaktu akan 
dikeluarkan dari Rusun.

Keempat, fasilitas rusun berbeda-beda, dan 
minim. Di Rusun Muara Baru, ketika penelitian 
ini berlangsung, ditemukan bahwa rusun tidak 
menyediakan fasilitas air bersih yang mengalir setiap 
hari. Air hanya mengalir dua kali seminggu dalam waktu 
tertentu. Karenanya warga harus mengeluarkan uang 
Rp. 1.200.000 per bulan untuk pengadaan air bersih

 ‘…pemerintah memindahkan warga 
seperti barang, tidak ada sosialiasai, 
tidak dibarengi dengan infrastruktur yang 
memadai, ’ 

ungkap salah seorang peserta FGD. Dalam diskusi 
kelompok terarah seorang narasumber menyampaikan 
hasil pemantauan KPAI pada tahun 2015, yaitu tiga hal 
dampak penggusuran paksa terhadap anak-anak; (1) 
kondisi perumahan tidak layak dan tidak aman 
untuk ditempati oleh anak-anak karena pada rusun 
yang tinggi, tidak ada pengaman jendela, sehingga 
rentan untuk anak jatuh dari jendela rusun. Observasi 
tim SCN ke salah satu Rusun menemukan pula bahwa 
tangga yang dibangun mempunyai jarak (seperti 
lubang) yang sangat besar antara dinding dan tangga 
tanpa pengaman yang membahayakan bagi anak-anak.

Foto 6 
Selasar (lantai 
bawah rusun) yang 
harusnya menjadi 
ruang terbuka dan 
fasilitas umum disekat 
menjadi unit, tanpa 
kamar dan MCK (Dok. 
Peneliti, 2016)

Box 4

Kalau kita di kebun tebu tidak 
sewa… disini sewa. Lebih 
parahnya lagi pemerintah 
pindahkan kita di sini Januari… 
terus penandatanganan SP 
[Surat Perjanjian] itu dibuat 
bulan Maret …terus gak ada 
kabar sama sekali. Subsidi 
enam bulan…. tidak tahu tidak 
ada kabar sama sekali setelah 
tinggal dua tahun disini baru 
ada kabar kita harus bayar 
dari tahun sebelumnya… Nah 
tagihan itu tiba-tiba meledak 
sampai  jutaan… biaya tidak 
sama tiap unit….kalau lantai 5 
itu Rp. 156.000 perbulan, lantai 
4 lebih mahal Rp. 20.000 jadi 
Rp. 176.000, kalau ini [unit ini] 
lantai 3 Rp. 196.000, Lt. 2 Rp. 
206.000 dan lt. 1 Rp. 226.000…. 
terus parahnya di rusun ini, 
awalnya di bawah [lantai 
paling bawah] untuk fasilitas 
umum,  parkiran atau hajatan. 
Nah sekarang disekat-sekat 3x6 
untuk  tempat tinggal, terus.. 
MCK nya di bawah kayak gitu… 
airnya tidak ada mesti beli. Ya 
sudah tambah kotor (Ibu Muh, 
21 Agustus 2016).
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Menurut KPAI, Ruangan yang sempit berpotensi menimbulkan 
kekerasan terhadap anak. Salah satu faktor timbulnya kekerasan terhadap 
anak adalah kondisi rumah yang tidak layak dihuni, ruangan kecil dan 
banyak yang tinggal di dalam rumah tersebut. Situasi ini memudahkan 
terjadi kekerasan seksual oleh ayah terhadap anaknya (kasus inses). 

Box 5

Suasana di rusun enak, lebih rapih, lebih tertata, dari pada di bawah 
[tempat sebelumnya]….cuman ya itu,lebih mahal, air isi ulang, biasanya 
dulu  5 ribu di sini 8 ribu, air bersih kita juga beli untuk masak…air belum 
mengalir, yang kita pakai untuk nyuci dan mandi air dari waduk, kadang-
kadang kalau dipakai mandi ya gatel…untuk anak-anak gak masalah, 
karena ada bis sekolah dari pemerintah, cuma ya situasi rumah aja…gak 
aman..banyak maling..siang-siang ke warung saja gas bisa hilang….saya 
korban sendiri buk..bukan hanya saya tapi juga banyak yang lain (Ibu A, 
Rusun Muara Baru, 31 Oktober 2016).

Keenam, penempatan masyarakat yang tergusur dilakukan secara 
terpencar, terpisah-pisah dan tidak memindahkan seluruh warga. Hal ini 
berakibat kohesi antara masyarakat di satu rusun sangat rendah, dan 
membutuhkan waktu lama untuk membentuk sistem sosial yang bisa saling 
mendukung dan saling percaya antara anggota. Kondisi ini menguatkan 
rasa tidak aman dan rasa was-was, khususnya bagi perempuan dalam 
menjaga anak-anak. 

Box 6

…Kalau di waduk pluit kebersamaannya mudah, jarang orang yang 
nutup pintu, selalu buka pintu tegur sapa enak. Kalau tinggal di rusun ini 
tetangga depan dan samping tutup pintu… Jadi keguyupannya itu kurang. 
Kayak gimana ya kayak di Kebun Tebu itu kita itu susah tapi merasa 
bahagia karena walau masaknya cuma ikan sama sambel tapi kita bisa 
makan sayur dari tetangga bareng-bareng. Misalnya tetangga bilang yuk 
makan bareng yuk saya masak sambel terus tetangga bilang saya cuma 
masak ikan sama sambel doang. Ya itu tetangga yang gak masak ikan jadi 
makan ikan yang gak masak saur jadi makan sayar. Nah itu sering begitu, 
ada kebersamaan (bu Muh, Jakarta, 21 Agustus 2016)

Selain itu, keamanan juga menjadi persoalan besar. Pencurian di 
siang dan malam hari sering dialami oleh warga.
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Bukan Gusur tapi Geser, 
konsep berbagi lahan di Makassar

Di Makassar pada kurun waktu tahun 2002 hingga 2014, Komite 
Pembela Rakyat Miskim (KPRM) mendampingi enam kampung yang 
hendak digusur oleh pemerintah dan pihak swasta. KPRM adalah 
organisasi rakyat yang dipimpin oleh seorang perempuan. 

Foto 7 Pembangunan Kampung Pisang di Makassar, menjalankan konsep berbagi lahan 
(Dok. Peneliti 2016).

Sebagian besar anggotanya adalah perempuan dan karenanya hampir 
seluruh pengurusnya adalah perempuan. Perjuangan melawan penggusuran 
menjadi penting bagi KPRM karena menyangkut kehidupan anggota 
KPRM itu sendiri.Strategi yang dilakukan oleh KPRM di Makasar adalah 
membangun kesepakatan dengan anggota untuk berjuang bersama secara 
mandiri dan selanjutnya melakukan negosiasi dengan aparat pemerintah 
setempat. KPRM sejak tahun 2008 menggunakan momen pemilihan 
Walikota untuk membuat kontrak politik. Proses ini dibantu oleh Urban 
Poor Consorsium (Konsorsium Kemiskinan Kota). KPRM menggalang 
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suara sebanyak 65.000 suara sebagai posisi tawar. Kontrak politik ini 
cukup bisa digunakan untuk mendesak pemerintah setempat. Hasil dari 
proses pendampingan yang cukup lama dan intensif, penggusuran tidak 
jadi dilakukan. Warga masyarakat yang terancam penggusuran melakukan 
kesepakatan dengan pemilik lahan, difasilitasi oleh pemerintah kota untuk 
menata dan atau berbagi lahan. Pembagian lahan terjadi misalnya, di 
Kampung Pisang, Makassar. 

Foto 8 ‘Pelibatan perempuan, Harus !!!!’  Lina, Kordinator KPRM Makassar,  (Dok. 
Peneliti, 2015).

Berdasarkan informasi di atas, terlihat dimungkinkan ada cara lain 
selain menggusur.  Pengalaman di Makassar menunjukkan bahwa konsep 
berbagi lahan (landsharing), penataan, atau relokasi tidak jauh dari 
tempat tinggal seperti yang diusulkan oleh warga korban penggusuran 
kepada pemerintah sesungguhnya terjadi. Hal ini dimungkinkan karena 
ada komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mencari penyelesaian 
dan dengan melibatkan para warga yang tergusur. Selain itu, adanya 
masyarakat yang terorganisir dan dukungan dari organisasi masyarakat 
sipil lainnnya. Kampung Pisang dan Kampung Buloa menjadi kampung 
yang lebih baik dari segi rumah yang layak. Jakarta bisa belajar dari kota 
lain.
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Kesimpulan dan rekomendasi
a.	 Dampak penggusuran kampung informal sangat dirasakan bagi para 

perempuan miskin dan marjinal: rasa tidak aman, kehilangan tempat 
tinggal, tempat berusaha dan sumber penghasilan, dan lenyapnya 
relasi dan kohesi sosial yang sudah tumbuh kuat di komunitas 
sebelumnya. Bagi perempuan kepala rumah tangga dan perempuan 
lanjut usia, penggusuran berarti menghilangkan sistem dukungan 
sosial yang menyangga mereka dalam menjalankan peran sebagai 
kepala keluarga, orang tua tunggal atau pengampu keluarga besar.

b.	 Kebijakan alternatif selain penggusuran masih belum menjadi 
pilihan utama pemerintah. Hanya beberapa Pemerintah Daerah 
yang mulai menjalankan program penataan non-penggusuran. 
Di Jakarta, penggusuran masih dianggap sebagai langkah satu-
satunya yang paling tepat oleh pemerintah.  Walaupun pemerintah 
menjamin bahwa masyarakat yang digusur akan ditempatkan ke 
Rumah Susun, dalam pelaksanaannya kebijakan pemindahan ke 
Rusun penuh dengan masalah. 

Dengan temuan-temuan di atas, SCN CREST merekomendasikan:
1.	 Pemerintah daerah, khususnya di Jakarta, menghentikan 

penggusuran. Pemerintah Daerah, khususnya pemerintah DKI 
Jakarta, perlu mengembangkan pendekatan yang manusiawi dan 
persuasif melibatkan warga, khususnya perempuan, dalam mencari 
solusi alternatif pembangunan kota tanpa penggusuran paksa. 

2.	 Pemerintah daerah, khususnya di Jakarta menyusun dengan 
seksama proses kebijakan yang beragam untuk memenuhi hak 
atas perumahan yang layak untuk masyarakat miskin yang tinggal 
pemukiman informal. Kebijakan perlu bersifat jangka panjang dan 
menyediakan pilihan; berbagi lahan, relokasi tidak jauh dari tempat 
tinggal asal, penataan lokasi dan Rusun. Rusun harus menjadi salah 
satu alternatif namun pembenahan dan pengawasan pengelolaan 
Rusun perlu dilakukan segera.

3.	 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengalokasikan dana 
dan menyusun program yang lebih komperhensif untuk pengadaan 
perumahan layak bagi warga negara terutama bagi warga miskin 
dan kelompok marjinal (perempuan, lansia, lainnya) tanpa melihat 
status tanah yang ditempati. 

4.	 Masyarakat dan media perlu mendalami dan mengenali kehidupan 
masyarakat miskin dan mengembangkan sikap empati dan simpati 
dalam menyokong program pembangunan kota yang manusiawi 
dan beradab.
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